
BUPATI KARO

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMULIHAN

SEKTOR EKONOMI SUB SEKTOR PERTANIAN BAGI KORBAN

ERUPSIGUNUNGAPISINABUNGDIKABUPATENKARo

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI KARO,

bahwa pasca terjadinya bencana erupsi Gunungapi

sinabung di Kabupaten Karo, diperlukan pemulihan

kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pemulihan

pelayanan umum secara terencana, terkoordinasi, dan

terpadu terhadap seluruh sektor dan sub sektor kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi;
bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana Nomor 160 B Tahun 20 15

Tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pascabencana Erupsi Gunungapi sinabung di Kabupaten

Karo Provinsi sumatera lJtara Tahun 2al5-20L7

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 t
Tahun 2Ot6 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputus€rn

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor

160 B Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi sinabung

di Kabupaten Karo Provinsi sumatera utara Tahun 2015-

2O!7, bahwa kebutuhan pemulihan sektor ekonomi sub

sektor pertanian untuk relokasi tahap I masih

membutuhkan Penanganan;
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 19

Tahun 2018 tentang Rencana Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung

di Kabupaten Karo Tahun 2ol8-2o19, salah satu

kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang perlu

dilakukan pemulihan adalah sektor ekonomi sub sektor

pertanian yang pengalokasian dan pengelolaan dana

Lantuannya bersumber dari dana hibah dari Pemefintah

Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk non

Bantuan Langsung MasYarakat;
d. bahwa ...

b.

c.



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, hurrrf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemberian Bantuan Pemulihan Sektor Ekonomi Sub

Sektor Pertanian Bagi Korban Erupsi Gunungapi Sinabung
di Kabupaten Karo;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten kabupaten

dalam Lingkungan Daerah Propinsi sumatera utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L956 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor LO92l;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a7%);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaima telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a828),;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
pend.anaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a82el;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 52721;
Peraturan Presiden Nomor L6 Tahun 2Ol8 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Mengingat :1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Peraturan...



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310 );
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentanf
OT.L4O I 6l2AAT tentang Pedoman Penanggulangan
Dampak Bencana di Bidang Pertanian;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OL1'

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2OlL tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor L62{PMK.OT l20l5
tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah Daiam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik
Indoh€sia Tahun 2015 Nornor L2631 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

ISSIPMK.OT 12016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 162|PMK.A7 I2OLS tentang
Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabiiitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1585);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 IPMK.OT I 2017

tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1968);
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara

Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 17 Tahun 2O1O tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1553);
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 8 Tahun 2OlL tentang Standarisasi Data

Kebencanaan;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 15 Tahun 2)tl tentang Ped'oman

Pengkajian Kebutuhan Pascabenca,na;

12.

10.

11.

13.

L4.

15.

L6.

17.

18. Peraturan ...



18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 5 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 12 Tahun 2Ol4 tentang Peran Serta

Lembaga usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 04 Tahun 2015 tentang Hibah dari
Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam

Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2A16

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo

(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor O3);

23. Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2Ol7 tentang

Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam Rangka

Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstnrksi
Pascabencana (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2Ol7

Nomor 45);
24. Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Erupsi Gunungapi sinabung di Kabupaten Karo Tahun
2Ol8-2O19 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018

Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBERIAN BANTUAN PEMULIHAN SEKTOR EKONOMI SUB

SEKTOR PERTANIAN BAGI KORBAN ERUPSI GUNUNGAPI

SINABUNG DI KABUPATEN KARO.

Pasal 1

petunjuk pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemulihan Sektor Ekonomi Sub

Sektor pertanian bagi Korban Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo,

yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Petunjuk Pelaksanaan atau

Juklak merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Karo serta pihak lain

yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi sub

sektor pertanian pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten

Karo.

Pasal 2 ...



Pasal 2

petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal L tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal t& Noft'mb€n 2018

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal t{ $o?e.r too'r 2018
SEKRETARIS D KABUPATEN KARO,

IN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR..{E

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA


